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PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG
RETRISBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

bzhwa unluk menjamin keselamatan nelayan dan kelayakan kapal perkanan
dipandang perlu dilakukan Pengujian Kelayakan Kapal Perikanan,

bahwa berdasarkan Peraluran Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 kepada
Daerah diberkan kewenangan untuk memunggut Retribusi Pengujian Kapal
Perikanan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b diatas peru membentuk Peraturan Daerah tentang Relribusi Pengujian

Kapal Perikanan.

Undang-undang Momor 9 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Qtonom Kota
Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumalera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-undang Nemor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1881 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-urdang Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685}, sebagaimana telsh diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Momor 246
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839); '

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tenlang Penmbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1899 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

P{:-zraturan Pemernntah Momor 17 Tahun 1980 fentang Perubahan batas
wilayah Kclamadya Daerah Tingkal Il Padang (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraluran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Megara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3408) sebagaimana telah diubeh kedua kalinya dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
236, Tambahan Lembaran Negara Nemor 4058);



8 Poraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 fentang Pengelolaan dan
Pertangqungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nornar 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2000 tentang
Tarf alas Jenis Penerimaan MNegara bukan Pajek yang berlaku pada
Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
257. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);

10 Peraturan Pemedntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraluran Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tenfang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Produk-
produk Hukum Daerah;

14 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 08)

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN

KAPAL PERIKANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

;
Z,
3.
4
b
6

Uaerah adalah kota Padang.

Pemerintah Daerah adalah Pemeriniah Kota Padang.

Kepala Daerah adalah Walikata Padarg.

Dinas Pendapatan aodalahDinas Pendapatan Kota Padang.

Orang pribadi 2dalah orang yang memiliki atau menguasai Kapal Penangkap Ikan.

. Badan adalah eekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesaluan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliouli perseroan lerbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama
dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi masse, organisasi sosial politik alau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
{elap dan bentuk badan lainnya.

Lokasi adalah leiak, lempat, tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha dalam
struktur ruang kota.



8. Masa Retribusi 2dalah jangka waktu terlentu yang merupaxan batas waklu bagi Wajib Retribusi
untuk melakukan pembayaran atas jasa penguijian kapal penkanan.

9. Waiib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
relribusi daerah diwajibkan untuk mielakukan pembayaran retribusi daerah termasuk pemungut
atau pemolong rafribusi tertentu.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keletapan retribusi
yang menenlukan besamya pokok Retribusi.

11. Surat Tagihan Relrbusi Daerah yang dapal disingkal STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribus: oan atau sanksi administrasi benipa denda.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leth Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketelapan
Relribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit
Relribusi lebih basar dar pada retritusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

1. Kapal Perikanan adalsh kapal atau perahy atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk
melakukan penangkapan ikan, lermasuk untuk malakukan survai atau eksplorasi penkanan.

14, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan
atau keterangan lainnya unfuk menguji kepatulxan pemenuhan kewaijiban retribusi dan unfuk
tujuan lain dalam rangka melakeanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Relribusi.

15. Kapal Penanmgkap Ikan adaah kapal atau perahu alau alat apung lainnya yang dipergunakan
khusus uniuk menangkap ikan, termasuk unluk menampung, menyimpan, mendinginkan dan
atau mengawetkan ikan.

16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerirtah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan findak pidana di bidang Relribusi Daerah, sebagai mana dimaksud dalam
Undang-undang Acara Pidana yang beriaku,

17. Penyidikan tincak pidana dibidang Refribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk
mencan serta mengumpulken bukti yang dengan bukli itu membuat terang tindak pidana
dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan fersangkanya. |

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS!

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dipungut Retribusi sebagai imbalan atas jasa

pelayanan yang disediakan dan atau diberikan cleh Pemerintah Daerah terhadap Penqujian Kapal
Penangkap Ikan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian Kapal Penangkap Ikan yang diberikan/disediakan oleh
Pemerntah Daerah

Paszl 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Pengujian
Kapal Penangkap 'kan



BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Fasal 5

Retribusi Penguijian Kapal Perikanan tengolong pada Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal b
Tingkat penggunaan jasa diukur bardasarkan jenis dan bobot kapal Penangkap lkan.

BABV
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penelapan Struklur dan besamya lanf Retribusi berdasarkan kebijakan Daerah
dengan memperlimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkuian, kemampuan masyarakal
dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1] Struktur tarf Retribusi ditetapkan berdasarkan babat dan jenis Kapal Penangkap [kan.

- (2) Besamya Relribusi untuk masing-masing jenis kapal penangkap ikan ditetapkan sebagai
berikut :

___,r —

g

N, Babot (GT) Tarif (Rp/GT)
1. 1-3 10.000.-
E.‘ 31-6 15.000 -

A 6.1-10 20.000 -

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi tertang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan jasa pelayanan pengujian kapal
penangkap ikan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI

Fasal 10

Masa retribusi ditetapkan untuk jangka wakiu 1 (satu) tahun Takwim,



BAB IX
TATA CARA PEMUNGU TAN

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribisi dipungut dengan mengunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan lebih lanjut ditefapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal waiib retribusi tidak membayar tepat pada wakiunya alau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi herupa denda sebesar 2 % setiap bulan dari relribusi yang terutang atad kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAR XI
KEBERATAN

Pasal 13

(1) Waijib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Keberalan diajukan secare lertulis dalam behasa Indonasia dan disertai alasan-alasan yang
jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jﬂnglka wakiu paling lama 2 {dua) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapal menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekudsadnnya.

(4) Pengajuan keberatan ftidak menunda kewajican membayar Relribusi dan pelaksandan
penagihan Retrbusi.

Pasal 14

(") Kepdla Daeran dalam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan sejak langgal surat keberalan
diteima harus memberikan keputusan atas keberalan yang digjukan,

(2] Kepulusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebdgian,
menolak, atau menambah besamya Retnbusi yang terutang.

(3) Apabila j:ﬂﬂgkﬂ waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak
membenkan sualu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebul dianggap dikabulkan,

BAB Xl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUS!

Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapal memberikan pengurangar, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
dengan memperhatikan kemampuan Waijib Retribusi.



(3} Pembzbasan Retibusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan
fungsi Objek Retribusi.

BAB XII|
PENG=MBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Atas kelebihan pembayaran Relnbusi, Wajib Refribusi dapat mengajukan permchonan
pengembalian kepada Kepalu Daerah,

{2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran Relnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
Kepulusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah
tidak memberikan sualu Kepulusan, permohonan pengembalian pembayaran kelebihan
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka paling lama 1 (salu)
bulan,

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Rehibusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi
setagaimana dimeksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang Retribusi lersebut.

'5) F’Eﬂgembﬂiian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waklu paling lama 2 (dua) bulan sejak dilerbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan dends 2 % (dua persen) sebulan atas
kelerlambalan pembavaran kelebihan Retribusi.

BAB X1V
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk hmelekuklan penagihan Refribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka wakty 3 (tiga)
t;hun tgr_hrtung sejak saat terutangnya Refribusi, kecuali apabila Waijib Retribusi melakukan
lindak pidana di hidang Retritusi.

(2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. [Diterbitkan Surat Tequran, atau
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Relribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Fasal 18

(1) Wajib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan daerah

diancam pidana kurungan pafing lama 6 (enam) bulan atau denda pal
(Empat Juta Rupiah). e da paling banyak Rp. 4.000.000,

(2] Tindak pidana yang dimaksud pada ayal (1) adalan pelanggaran.



BAB XV
PENYICIKAN

Fasal 14

(1) Penjidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemearintah Daerah berwenang melakukan
penyidikan atas tindak tindak pidana sebagaimana dimaksuvd Pasal 18. |

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

d.

Menerima, mencar, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan findak pidana di bidang Retnbusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebul
menjadi lebin lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau I:u@:lar!
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan lindak pidana Retribusi
Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukli dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribugi Daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
lindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencalatan dan
dokumen-dokumen lain, serla melakukan penyitaan lethadap bahan bukli tersebul;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan fugas penyidikan findak pidana
dibidang Retnbusi Daerah;

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau lempal pada
saal pemeriksaan sedarg berangsung dan memeriksa identitas orang dan alau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe;

memotrel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

memanqgail orang untuk didengar keterangannya dan diperksa sebagai tersangka atau
saksi;

rrterigHEntEka-n penyidikan;

melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebadaimana dimeksud pada ayat (1) memberitalukan dimulainya penyidikan ddn
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntul Umum, melalui Penyidik, Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Hukum Acara Fidana.

BAB XVII
ETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum dialur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebin lanjut dlengan Keputusan Kepala Daerah.



Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapal mengelahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2002
‘,!’MUKGTH. DANG
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LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 49



